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Penelitian ini menyoroti bagaimana konsep mekanisme Deferred Prosecution Agreement (Perjanjian
Penangguhan Penuntutan) dapat menjadi suatu ius constituendum dalam penanganan tindak pidana korupsi
oleh korporasi di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk
menjawab tiga permasalahan yakni pertama, bagaimana pengaturan dan penanganan tindak pidana korupsi
oleh korporasi di Indonesia saat ini, bagaimana keterkaitan mekanisme Deferred Prosecution Agreement
terhadap kasus korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia, serta menganalisis prospek pengaturan
Deferred Prosecution Agreement dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi
sebagai suatu ius constituendum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana kel emahan penanganan
tindak pidanakorupsi oleh korporasi di Indonesia dengan melihat praktik penanganan tindak pidana oleh
korporasi yang dijalankan oleh negara Inggris, Amerika, dan Brazil melalui konsep Deferred Prosecution
Agreement dalam konteks kasus korupsi di PT Garuda Indonesia yang memiliki relevansi nyata untuk
menggambarkan urgensi dan tantangan mekanisme Deferred Prosecution Agreement di Indonesia.
Berdasarkan analisa terhadap studi kasus korupsi di PT Garuda Indonesia, penelitian ini menyimpulkan
bahwa mekanisme Deferred Prosecution Agreement sejatinya adal ah mekanisme yang berfokus pada
permasal ahan utama dari suatu tindak pidana oleh korporasi yakni adanya indikator ekonomis berupa
kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan menjadi mekanisme yang
efektif dari sudut pandang Teori Economic Analysis of Law dibandingkan dengan penanganan tindak pidana
korupsi oleh korporasi yang saat ini dilaksanakan di Indonesia.

...... This study highlights how the concept of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism can
become an ius constituendum in handling corporate corruption cases in Indonesia. This study is compiled
using adoctrinal research method to answer three problems, first, how the current regulation and handling of
corporate corruption cases in Indonesia, second, how the Deferred Prosecution Agreement mechanism
relates to corruption cases that occurred at PT Garuda Indonesia, and analyzing the prospects for regulating
the Deferred Prosecution Agreement in handling corporate corruption cases as an ius constituendum in
Indonesia. This study analyzes the weaknesses in handling corporate corruption cases in Indonesia by
looking at the practice of handling corporate criminal offenses carried out by the UK, the US, and Brazil
through the Deferred Prosecution Agreement concept in the context of the corruption case at PT Garuda
Indonesia, which hasreal relevance to illustrate the urgency and challenges of the Deferred Prosecution
Agreement mechanism in Indonesia. Based on an analysis of the corruption case study at PT Garuda
Indonesia, this study concludes that the Deferred Prosecution Agreement mechanism is a mechanism that
focuses on the main problem of a corporate crime, namely the existence of economic indicatorsin the form
of state financial losses caused by corruption and becomes an effective mechanism from the perspective of
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the Economic Analysis of Law Theory compared to the handling of corporate corruption cases that are
currently being implemented in Indonesia



